NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM NUSA TENGGARA BARAT
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
TENTANG

SINERGITAS PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH, PEMANTALIAN,
EVALUASI, PEMBUDAYAAN HUKUM, PENYULUHAN, KONSULTASI,
DAN BANTUAN HUKUM, PENGEMBANGAN JARINGAN DOKUMEMNTASI DAN
INFORMASI HUKUM, PENGUKURAN KINERJA PEMBANGUNAN
DAN REFORMAS| HUKUM DI DAERAH, DAN PELAYANAN ADMINISTRASI
HUKUM UMUM SERTA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
KEKAYAAN INTELEKTUAL

NOMOR: W.21-HH.04.02-02 TAHUN 2026
NOMOR: 100.3.7 1/TINK/2026

Fada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh bulan Februar tahun Dua Ribu Dua Puluh
Enam (20-2-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I | GUSTI PUTU MILAWATI . Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
MNusa Tenggara Barat, berkedudukan di Jalan
Majapahit Nomor 44 Mataram, berdasarkan
Keputusan Menteri Hukum  Republik
Indonesia Nomor: M.HH-85.KP.03.03
TAHUN 2024 tanggal 04 Desember 2024
tentang Pemberhantian Dari  Jabatan
Manajerial Dan MNon Manajerial Serta
Pengangkatan Dalam Jabatan Manajenal di
Lingkungan Kementerian Hukum, dalam hal
ini bertindak untuk dan atas nama Kantor
Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara
Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU,

|
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Il. LALU AHMAD ZAINI . Bupati Lombok Barat sesuai Keputusan

Menteri Dalam Neger Nomor : 100.2.1.3-221
Tahun 2025 tentang Pengesahan
Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil
Kepala Daerah Pada Kabupaten Dan Kota
Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak
Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030
tanggal 28 Januarn 2025, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Pemerintah
Kabupaten Lombok Barat yang berkedudukan
di Jalan Soekarno Hatta, Giri Menang,
Kelurahan Dasan Geres, Kecamatan Gerung,
Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa
Tenggara Barat yang selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota
Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendirl disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagal berikut .

1

PIHAK KESATU adalah instansi vertikal Kementerian Hukum di Provinsi Nusa
Tenggara Barat yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada
Menteri Hukum Republik Indonesia;

Bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemenmnahan yang menjadi kewenangan daerah
otonom di wilayah Kabupaten Lombok Barat: dan

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2,
PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepakatan dalam
pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing PIHAK, dengan
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
{lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik |ndonesia Nomor 4916) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Moor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang MNomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6394);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Ferundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
nomeor 82, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomaor 5234)
sebagaimana felah diubah beberapa kall, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68017,

Undang-Undang Momor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali. terakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantl Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerna Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

Undang-undang Momor 82 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lombok Barat di
Frovinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Momor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
T019);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah
{Lembaran Negara Republix Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 6219);

Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan
Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029
{Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249),

Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351),

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Inodonesia Tahun
2012 Nomor B2);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor B Tahun 2019

tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara

Kerja Sama Daeran dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan
Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
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k. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata

Kera Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomer 832},

| Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata

Kera Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 912),

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan
masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota
Kesepakatan tentang Sinergitas Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pemantauan,
Evaluasi, Pembudayaan Hukum, Penyuluhan, Konsultasi, dan Bantuan Hukum,
Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Pengukuran Kinerja
Pembangunan dan Reformasi Hukum di Daerah, dan Pelayanan Administrasi Hukum
Umum Serta Perlindungan dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual dengan ketentuan
dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai permmyataan kehendak PARA
PIHAK untuk mewujudkan kerjasama antara PARA PIHAK dalam rangka

meningkatkan potensi yang dimiliki cleh masing-masing PIHAK dan saling
menguntungkan.

(2) Tujuan Mota kesepakatan ini sebagai kerangka atau landasan PARA PIHAK
untuk melakukan Kerja Sama dalam mendukung pelaksanaan pembentukan
produk  hukum daergh, pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum,
penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum, pengembangan jaringan
dokumentasi dan informasi hukum, pengukuran kinerja pembangunan dan
reformasi hukum di dasrah, dan pelayanan administrasi hukum umum serta
periindungan dan pengelolaan kekayaan intelekiual.

Pasal 2
LOKASI

Lokasi sinergi dalam Mota Kesepakatan ini adalah di wilayah Kabupaten Lombok
Barat.
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Pasal 3
OBJEK

Ubjek Mota Kesepakatan ini adalah pelayanan hukum dalam rangka mewujudkan
sinergitas penyelenggaraan pelayanan hukum dan perlindungan dan pangelolaan
kekayaan intelektual.

Pasal 4
RUANG LINGKUP
(1) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
a. pembentukan produk hukum daerah;

b. pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan
bantuan hukum;,

pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;

pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di daerah;
pelayanan administrasi hukum umum; dan

perlindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual,

(2) Pelaksanaan kegiatan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat

{1) huruf f, dilakukan juga dengan pemberian layanan secara inklusi bagi

masyarakat rentan sepert penyandang disabilitas dan masyarakat rentan
lainnya.

= @ o D

(3) Pelaksanaan kegiatan sesual ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan yang dimiliki
oleh masing-masing PIHAK.

Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK KESATU memiliki tugas dan tanggungjawab meliputi :

a. membantu memfasilitasi kegiatan pembentukan produk hukum daerah, baik
dari perencanaan sampail dengan penyebarluasan informasi terkait produk
hukum daerah;

b. memfasilitasi kegiatan pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum,
penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum;
e, fasilitasi pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
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d. fasilitasi pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di
Kabupaten Lombok Barat;

¢. fasilitasi dan koordinasi pelayanan administrasi hukum urmum: dan
i. perindungan dan pengeiolaan kekayaan intelektual.

(2) PIHAK KEDUA memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi :
a menyiapkan dan menyediakan segala bentuk administrasi dan kebutuhan
termasuk pendanaan terkait pelaksanaan kegiatan sesuai lingkup kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;

b. menyusun perencanaan pelaksanaan kegiatan sesual ruang lingkup
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;

c. melaksanakan kegiatan pemenuhan peningkatan kemampuan sumber daya
manusia dan sarana serta prasarana yang mendukung pelaksanaan
kegiatan, dan

d. melakukan kegiatan lain khususnya kegiatan yang mendukung lingkup
kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,

Pasal 6
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilaksanakan dengan tetap berpedoman
pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan fungsi koordinasi diantara
PARA PIHAK.

{2} Pelaksanaan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan
dilaksanakan berdasarkan rencana kerja pelaksanaan kegiatan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota
Kesepakatan ini.

(3) Untuk melaksanakan MNota Kesepakatan ini sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), PARA PIHAK dapat menunjuk, menguasakan, dan/atau menugaskan unit

kera FARA PIHAK sesuai dengan kKebutuhan, tugas dan fungsinya dalam
Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 7

JANGEKA WAKTU

(1) MNota Kesepakatan ini berflaku untuk jangka waktu 1 {satu) tahun terhitung sejak
ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesual kesepakatan PARA
PIHAK,
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(2) Apabila salah satu PIHAK hendak memperpanjang Nota Kesepakatan ini, maka
PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya
paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirmya jangka waktu berdasarkan
Kesepakatan PARA PIHAK

Pasal 8

FEMBIAYAAN

oegala biaya yang timbul sebagai akibat dan Nota Kesepakatan ini dibebankan
kepada PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan dan kemampuan PARA PIHAK
serta berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

(1) Keadaan memaksa yang dimaksud dalam Nota Kesepakatan ini adalah
terjadinya sesuatu perstiwa diluar kemampuan PARA PIHAK vyang
mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan Nota Kesepakatan i, seperti
terjadinya bencana alam, huru-hara, perang, kebakaran besar, sabotase,
pandemik wabah penyakit (bencana non alam) dan sejenisnya, yang dibuktikan
melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.

(2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa,
maka Pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya
kepada Pihak lainnya dengan melampin pemyataan tertulis pihak berwenang
paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung mulal terjadinya penstiva tersebut.

(3) Apabila perstiwa Keadaan memaksa tersebut berlangsung secara tferus
menerus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK
sepakat untuk meninjau kembali Nota Kesepakatan ini.

Pasal 10
LAIN-LAIN

(1) Setiap perubahan dan/atau penambahan Nota Kesepakatan ini harus mendapat
persetujuan dari PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam dokumen
tertulis/addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak lerpisahkan dan
Mota Kesepakatan ini.

(2) Mota Kesepakatan ini dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila terdapat
ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang
menyebabkan Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan.
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Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Nota
Kesepakatan ini akan diatur kemudian dalam addendum yang disepakati PARA
FIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Mota Kesepakatan ini.

Segela perbedaan pendapat sehubungan dengan pelaksanaan Nota
Kesepakatan ini, diselesaikan cleh PARA PIHAK dengan cara musyawarah dan
koordinasi,

MNota Kesepakatan ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati
dan mengindahkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku

di lembaga masing-masing.

Pasal 11
KORESPONDENSI

Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan
pelaksanaan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan
secara langsung melalui pos tercatat serla sural elektronik (e-mai) dengan
alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

u.p . FKepala Bagian Tata Usaha dan Umum
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat

Alamat . Jalan Majapahit No 44, Mataram

Telepon : (0370) 7856244

e-mail . humaskumham.nb@gmail.com

b. PIHAK KEDUA,

u.p : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Lombok Barat

Alamat . Jalan Soekamo-Hatta, Gin Menang, Kec. Gerung, Kab. Lombok
Barat

Telapon ¢ +82818541370

e-maif

Perubahan alamat PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh
salah satu PIHAK harus diberitahukan secara teriulis kepada FPIHAK
lainnya.
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Fasal 12
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK
pada hari, tanggal. bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Mota
Kesepakatan ini dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama ketentuannya,
bermeteral cukup dan memiliki kekuatanhukum yang sama.

PIHAK KESATU,

"RAHMAD ZAINI I'GUSTI PUTU MILAWATI
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LAMPIRAN

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM NUSA
TENGGARA BARAT

DAM

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR: W.21-HH.04.02-02 TAHUN 2026

MOMOR: 100.3.7.1/ INK2026

TENTANG

SINERGITAS PEMBENTUKAN PRODUK HUKUN
DAERAH, PEMANTALIAN, EVALUASI,
PEMBUDAYAAN HUKUM, FENYULUHAN,
KONSULTASI, DAN BANTUAN HUKUM,

PENGEMBANGAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM, PENGUKURAN KINERJA

' PEMBANGUNAN DAN REFORMASI HUKUM DI
DAERAH, DAN PELAYANAN ADMINISTRAS| HUKUM
UMUM SERTA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
KEKAYAAN INTELEKTUAL

RENCANA KERJA ANTARA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM NUSA TENGGARA BARAT
DAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

NG, SUB TUJUAN SASARAN | OUTPUT RINCIAN TUGAS PARA PIHAK | UNIT KERJA PELAKSANA, | KENDALA | STRATEGI KET.
KEGIATAN Pihak | Pihak I Pihak | Pihak I |

1. |Fasiktasi | Terfagilitasinya | Perangkat | Jumiah 1. Mambearikarn [1 Menerima Kantar Pamearintah :Ada-rg.-a ohon bagai tim

Penyusunan 'r pembantukan | Daerah dan | produk pendampingan |  pendampingar] Wilayah Kabupaten permasalahanpendampingan penyusun
Produk produk hukum | Masyarakat | hukum dalam dalam Kementerian | Lombok  dalam kanwilkur  plau tenaga

Hukum | dasrah yang penyusLnan penyusunan | Hukum Nusa Barat penyusunan  Musa Tenggarapghl delam
disusun Tenggara malalu ' ratdalam  panyusunan

| Barat melalui Bagian I ukan produk

| Faral PIHAR 1l "t ] Paral PiHAK ﬂJ




-11-

NOD. 5uUB TLJUAN SASARAN OUTPUT RINCIAN TUGAS PARA PIHAK | UNIT KERJA PELAKSANA | KENDALA | STRATEGI KET.
KEGIATAN Fihak | Pikak I Bihak | Fihak il
produk hukum produk hukem | Divisi Hukum produk hukumproduk hukum  hukum
Daerah; dan Daerah; dan | Peraiuran Setda dasrah Daerah Daerah
. Memfasiitasi |2, Menerima Eﬁmm i
pembentukan fasilitasi :
Produk Hukum kegiatan Permbinaan Barat
Daerah, dafi pebentukan Hukum
tahapan produk
perencanaan hukiem
sampal dengan | daerah,
penyebariuasan
termasuk
melaksanakan
harmaonisasi
Produk Hukur
Dearah sesusi
dengan
keteniuan
peraturan
perundang-
undangan.
I
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SUB TUJUAN | SASARAN | DUTPUT | RINCIAN TUGAS PARA PIHAK | UNIT KERJA PELAKSANA | KENDALA | STRATEGI KET.
KEGIATAMN Pifak | Pihai il Pihak I Fihak |l
Pemantauan | Terwujudnya Parangkal [ Pelaksanaafl. Menyebariuas [1. Menysbarluas | Kantor Pemerintah  Kurangnya
evaluasi, kesadaran Daerah dan | Keluarga kan informasi kan informasi | Wilayah Kabupaten penyabaran
pambudaya | hukum dan Masyarakal | Sadar terkait terkait Kamanterian | Lombok informasi
an hukum, | akses keadilan | Hukum, pelaksanaan pelaksanaan | Hukum Nusa | Barat terkait
uhan, | akan baniuan pemantauan, pemantauan, | Tenggara madalul |aksanaan
Enan"ﬂtasi. hukourm, 2. Tememiuk evaluasi, evaluasi, Barat melalui | Bagian ﬁnanr.auan-
dan bantusan m i pembudayaan | pembudayaan Divisi Hukwm evaluas],
hikum oy hukum. hiukum Peraturan Setda udayaan
MY Penyuluhan, Peanyuluhan, | Perundang- | Kabupalen um.
g:g:l'h konsultasi dan | konsultasi dan| undangan Lombok -_.ruluh_an,
Kabinais pantuzn bantuan dan ; Barat konsutasi dan
I IPI hukum; hukurm; Pembinaan baniuan
; Hukum hiukum
Barat; 2 Mendorong 2. Mendormng Panyuluhan,
4. Terangkay mﬂw! PPETnll“Eﬁ; konsultasi dan
va akses i mades mluan
::'}"“Im"' digeluruh digaluruh Bein
Fidit Desa di Desa di
cabie g Kabupaten Kabupaten
Masoaraes Lombok Barat: | Lombok
ASYArEARS  yan Barat, dan
miskin di
Kabupaten| 3 Memfasilitasi | 3 Memfasiiitasi
Lombaok akses [ayanan akses
Barat bantuan layanan
hukum grats bantisan
bagi hukum gratis
Masyarakal bagi
rrizkin di Masyarakat
Kabupaten miskin di
Lombck Barat Kabupatan
Lombok
Barat
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NO. SUB TUJUAN SASARAN | DUTPUT | RINCIAN TUGAS PARA PIHAK | UNIT KERJA PELAKSANA | KENDALA | STRATEGI KET.
KEGIATAN Pihak 1 Pihai 11 Pihak | Fihak Il
3. [aringan Penyediaan Perangkal [Tata Kelola | Memfasilitasi Menyediakan | Kantar Pemerintah | terkast Karwal Maohan
Dokumentasi | nformasi Daerah, Jaringan aan sarana dan Wilayah Kabupalen produk Kementerian | pendampi
i an hukim yang Masyarakat Dokumentasi | tata kelola JDIH | prasarana Kementerian | Lombok hukum Hukum Nusa | ngan dari
Infarmasi lengkap dan Hukum yang | s2suai Yang Hukum Musa | Barat yang di Tenggara Karmanl
Hukumi maudah balk dan keteniuar mendukung Tenggara rriehaliui uploud di Barat Kementzr
diakses LUumiah peraturan pengaiolaan Barat melalui | Bagian wahzite melakukan an Hukurm
masyarakat produk hukums perundang- JOIH yang Diwisi Hukum JDIH saring | permbinaan Nusa
g diakses | undangan baik, dan Peraturan Setda terjadi Tehggara
datam JDIH mawujudian Perundang- | Kabupaten @ kendsla Barat
Tata Kelola undangan Lombok pada
JOIH sesuai dan Barat | jaringan
dengan Pembinaan
ketentuan Hukurm
peraturan
perundang-
undangan
4 Pengukuran | Tenwujudnya Perangkat | Kepatuhan | 1.Menyebarluas @ Menyediakan | Kantor Pemerintah | Kurangnya | Kanwil Maohon
irarja kepatuhan dan | Daerah dan | dan ukuran kan informasi | sarana dan Wiayah Kabupaten | penyebariua | Kemenierian | pendampi
bangunan ukuran kinerja | masyarakat | kKinena terkait pragarana Kementeran | Lombok BAN Hukum Musa | ngan dari
reformasi| pembangunan pembangun | kepatuhan dan | yang Hukum Musa | Barat informasi Tenggara Kanwil
ulkum i dan reformasi an dan ukuran kinefa | mendukung Tenggara | melalul terkait Barat Kementen
hukum di reformas: pembangunan | kepatuhan dan | Baral melalui = Bagian | kegsatan melakukan an Hukurm
Kabupaten hkum di dan reformasl | ukuran kinera | Divisi | Hukum | kepatuhan | pembinaan MNusa
Lombok Barat Kabupaten hiukum di | pembangunan | Peraturan | Setda | dian ukuran Tenggara
Lombok Kabupaten dan reformasi | Perundang- | Kabupaten | kinefa Barat
Barat Lombok Barat | hukum di undangan Lombok | pambangun |
mealui melakii Kabupaten dan Barat : an dan f
pelaksanaa | pelaksansan | Lombok Barat | Pembinaan i reformasi
n keglatan kegatan rreelalui Hukum hukum di
pengukuran |  penguikuran pelaksanaan | Kabupaten
Indeks Indexs kegiatan | Lombok
. pengukuran | | Barat

| Paral PIHAK Il #
1

F':rur_fll-lql-.r: | &|
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N suB TUJUAN SASARAN | CUTPUT | RINCIAN TUGAS PARA PIHAK | UNIT KERJA PELAKSANA | KENDALA | STRATEGI KET.
KEGIATAN Pihak | Pihak 11 Pihak | Pihak |1
Reformasi Reformasi Inderks rralatil
Huksm Hukum; dan Reformasi pelaksanaan
.| Hukum sesusi kagiatan
z'msfﬂm ketentuan pengukuran
kepatuan dan | PETARISN sl
ukuran Kinerjs mm;’? Hukum.
pembangunan |
dan reformasi
hikum di
Kabupaten
Lombok Barat
rredalul
peleksanaan
kegiatan
pangukuran
indeks
Reformasl
Hukum |
4, | Perindung | Peningkatan Perangkat |1.Laporan Memberikan | 1. Menyusun | Kantor Pemerintah 1. Kurangnya Malakukan | Mohon
an Dan Upaya Daarah, pelaksana informasi, rencana kerja Wilayah Kabupaten informasi | pembinaan pendarmp
Pangelolaa | perindungan Masgyarakat an adukasi tarkait Kamenteran | Lombok dan dan | ngan dari
n Kekayaan | dan sosialsasi dalam perindungan | Hukum Musa | Barat kepadulian| monitaring | Karwil
Intelekiual | pengelciaan HEl atau perencanas dan Tenggara melak dari plhak | Kemanteri
kekayaan peningkat n dan fungsi pengelolaan | Barat melalul | Badan yang | an Hukum
irtelektual an unit senira | kskayaan Divisi Riset dan menghasil | Nusa
pamaham kekayaan, inielekiual, | Pelayanan Inovasi kan | Tanggara
:1” Membantu |2, Memfasiktas| Hulkwrm Daerah P:atayaan. Barat
asyarak Intelektual,
at tentang fasilitasi pendaftaran fan
HIKI- pendaftaran Kekayaan
‘ Kekayaan Intelekival
Intelekiual bagi |
Bagi Masyarakat

Paral PIHAK 1 "J‘ liarat mer..l &f
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SUB TUJUAN SAGARAN | OUTPUT |_RINCIAN TUGAS PARA PIHAK | UNIT KERJA PELAKSANA | KEMDALA | STRATEGI
KEGIATAMN Pinak 1 Fihak 1l Pihak | Pikak Il

2. Terfasilitasi Masyarakal di Kabupaten . Masih
nya ol Lombak rendahnya
pelaksEnas Kabupaten Barat kesadaran
fn Lombok termasuk Masyaraka
pendaftaran Barat Paryandang dalam
Kakayaan termasuk Digabilitas perindunga
Intelekiual bagi dan kakayaan
Bagl | Penyandang Marvediakar intebeiktual.
mqmmatlk Disabiltas. piol ]

i prasarana

3ﬁﬂrmmf dalam
Barat fasdiasi
MMﬁut pendaftaran
pamberian | kakeyaan
layanan intelektual,
secara
inklus: bag
Masyarakat
reatan
seperti
penyandan
g disabilitas
dan
Masyarakal
rentan
lainmya,

3. Terberniuk
nya Senira
Kekayaan
Intelekival
i

Paral FIHAK I_l__"] I Parafl FIHAK I,&'l
= I
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N sUB TLILAN SASARAN | OUTPUT RINCIAN TUGAS PARA PIHAK | UNIT KERJA PELAKSANA | KENDALA | STRATEGI KET.

KEGIATAN Pihak | Pihak Il Pihak | Pihak Il E
Kabupaten
Lok
Baral dan

4, Kerjasama
pelaksana
an
penegaka
n hukwm di
bidan
kekayaan
intelekiual,

5 Pelayanan | Peningkatan Perangkat [1.Lapoman 1. Memberikan |1.Menyusun Kantor Pemearintah [1, Kurangnya Malakukan Maohan
Administras | Upaya Dasrah pelaksanasy informasi, rencana kera | Wilayah Kabupaten informasi | koordinasi, pendampi
i Hukum pelayanan dan sosialisasi edukasi terkait Kementeran | Lombok atas Kerjasama, | ngan dan
Lirmnum adminisirasi Masyarak atau dalam parindungan | Hukum Nusa | Barat layanan pembinaarn Kanwil

Hukum Umum | at perdngratar pelaksanaan | pelayanan Tenggara melalul administra | dan Kemeniesn
bagi pemahamiar] pelayanan administrasl | Barat melalui | Kepala s hukum| monidorng an Hukurm
Masyarakat di Masyarakat hukum hukum Divisl Perangkal UL Musa
Kabupaten tentang UTILET) di | urmum; Pelayanan Daerah dan Tanggara
Lombok Barat pelayanaan Kabupaten 2 Memfasiilosi Hukum terkait . Masih Barat

adminisirasi Lombak

hukum Barat, pangaunaan Aok ik

urmm; layanan kesadaran

] 2, Mambantu administrasi Masyaraka
2 Terfasiltasi fasilitasi hukwm umum dalam

& pEnggunaan bagl pelaka penggunag

pelaksana layanan usaha dan layanan

pelayanan admenistrasi masyarakat administrag

admilnistr hiukum di Kabupaien hikurm

hiuskLam Urmu umuwm  bagi Lombok umm,

Bagil pelaku Barat;

[ Parafl FIHAK 1| ":|| J_F'lnar FIHAK | é!l
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NO. SUB | TUJUAN SASARAN | OUTPLT | RINCIAN TUGAS PARA PIHAK | UNIT KERJA PELAKSANA | KENDALA | STRATEGI KET.
KEGIATAN Pihak | | Pihakll Pihak | Pihak Il
Masyarakat usaha dan |3 Menyediakan
di Kabupafg masyarakat sarana dan|
Lombok di prasarana
Barat; dan K.ebupatan dalam
; Lombok fasilitas
3 Terfasilitas) Raeal palayanan {
ys pelay hiLkwm
pengawasal 3. Membantu T
kenotariatan peningkatan !
bagi pergawasan | 4. Tkul &
Masyarakal kenciariatan dalam upa:
dl Kabupatg di  wilayah pembingan
Lombok Kabupaten dan
Baral Lombok pENgawasan
Barat kenotanatan,
partai  politi
dan
pelayanan
hukuimm Wi
lainnya
sesual
ketentuan
peraturan
perundang-
_/ﬁ" undangan.
PIHAK KESATU,
L
C M-
) AHMAD ZAINI FGUSTI PUTU MILAWATI

| Paral PIHAK 1| '1-_ ;':II-F'IHM .I. .&|




